PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES,

a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf i Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perumusan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

- (RKPD) mencakup penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf b Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor
067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa Tugas
Komisi di bidang anggaran adalah mempersiapkan
rancangan pokok-pokok pikiran DPRD tentang APBD tahun
anggaran berikutnya yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya, degan menggunakan data perencanaan program
dan penganggaran; \

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

SALINAN



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 24) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman' Pengcelolaan



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 18 Maret
2019

MEMUTUSKAN :

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan, arahan, sekaligus
masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk

memastikan supaya aspirasi publik yang termuat di dalam Pokok-
pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes sebagaimana dimaksud dalam diktum KE S A T U, dapat
terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, dari mulai
dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) sebagaimana advice dan rekomendasi dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN RB) kepada Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten
Bantul, dan Kota Yogyakarta ' yang harus ditidaklanjuti
sebagaimana mestinya.



KETIGA

Tembusan :

1.

2.
3.

Gubernur Jawa Tengah di
Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten
Brebes;

Kepala Bapperlitbangda Kabupaten
Brebes;

. Himpunan Keputusan DPRD

Kabupaten Brebes.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
KETUA,

e

ILLIA AMIN





